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Kata Pengantar

Yih. Para Kolega Asoslasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Pembaca yang budiman,
['l'i‘i:;:llii; "‘TUkUIr kita panjatkan ke hadiral Tuhan Yang Maha Esa, 'p:.'-rc-n.'f ntn:? karunin-ﬂ?a

siding Seminar Konferensi Nasional Hukum Keperdataan IV dapat diterbitkan, Seminar
dengan tema “Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan: Penormaan Prinsip dan
Langkah Legislasi” telah dilaksanakan pada tanggal 9-11 Oktober 2017 di alembang Sumatra
Selatan dengan bekerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan {APHEK) dan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya. Berbagai arlikel mengenai perikatan di Indonesia disajikan dalam
konferensi tersebut dan dimuat dalam prosiding ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata di Indonesia berkarakter pluaralistik, di mana
terdapat tiga hukum sekaligus yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan diakui
l"-'l-"bt‘rad.‘mnn}rn oleh Negara, yaitu hukum adat, hukum lslam, dan hukum barat {bersumber
dari KUH Perdala). Demikian pula halnya hukum perikatan sebagai salah satu bagian dalam
hukum perdata di mana ketiga hukum lersebul hidup dan berlaku di masyarakat. Konferensi
ini berupaya menghimpun pemikiran dan pandangan akademik mengenai fenomena pluralistik
hukum perikatan yang ada di Indonesia yang dapal berlaku dengan harmonis serta diaku oleh
Negara, Pemikiran dan pandangan akademik tersebut dihara pkan menjadi salah satu bahan dalam
upaya menghasilkan hukum perdata dalam hal ini hukum perikatan yang bercorak Indonesia.

Akhimya, kami yakin bahwa kumpulan artikel dari para anggota APHK dalam prosiding
ini akan memberikan kontribusi yang signilikan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya
hukum perdata serta memajukan dan memberikan energi ke arah pembaharuan hukum perdata
nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penyelenggaraan konferensi hingga penerbitan prosiding ini. Selamat membaca dan semoga
artikel-artikel yang tersaji dalam prosiding ini dapat mengembangkan budaya akademik di
kalangan anggota APHK dan menginspirasi pembaharuan hukum perikatan nasional.

Surabaya, September 2018

Ketua ATHE,

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, 5.H, M.Hum.
Hi
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AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA
SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

(BPIH)
- i AstutiL, SH, M.H. -

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomno, Surabaya
E-mail: tutike_diamond@yahoo.com

ABSTRAK

Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk menunaikan Ibadah Haji, yang tidak
diimbangi dengan jumlah kuola Haji Indonesia, mengakibatkan daftar tunggu (waiting
list) yang cukup lama, Akibat adanya daftar tunggu tersebut, maka dana ibadah haji
yang sudah disetor tidak langsung digunakan, sehingga tersimpan di rekening
Departemen Agama, dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi kcpentingan
calon jamaah haji. Untuk kemaslahatan calon jamaah haji dan masyarakat, apakah
dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat di investasikan berdasarkan
prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah.

Kata Kunci: Akad, Mudharabah, Pengelolaan, Dana Haji
Pendahuluan

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jumlak warga
negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan
kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat, Peningkatan jumlah jemaah
haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji.

Akumulasi dana haji yang ada dalam rekening Menteri Agama, belum memberikan
kontribusi dan manfaat bagi calon jamaah. Belum ada transparasi dalam pengelolaan dana haji
yang sudah disetor oleh calon jamaah haji. Oleh karena itu akumulasi dana haji harus ditingkatkan
nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji vang lebih berkualitas melalui
pengelolaan Keuangan Haji yang cfektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Jemaah Haji Indonesia bisa mendapatkan
pelayanan yang maksimal, mulai dari penginapan, transportasi baik udara maupun darat,
kesehalan, dan makanan, selama menjalankan ibadah haii.

Pasal | angka 2 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haiji
(selanjutnya disebut Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji), mendefinisikan bahwa,
Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyeleng-
garaan haji, dana abadi umal, serta nilai manfaatl yang dikuasai oleh negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam,

Dalam Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan Keuangan Haji dilakukan
oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKI bertugas mengelola Keuangan Haji vang
% w L

meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haii.
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: menempatkan dan mep, _
Dalam melaksanakan tugasnya, BPKH herwl':-‘l;m:lﬁl- nnl:'lﬁ keﬂmﬂ"“" dan nihigfmml"'slha
i insip syarinh, kehatl-hatlan, Kei ' Al map, o
Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, angka pengelolaan Kutmngﬂn H _“"'I.db‘
melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rang Al

dal WYL

Untuk memberikan manfaal kepada Calon Jamaah lIﬂ]tr!:i:i::::i::::]:l,nu.n ha d""p; ]
ditempatkan dan diinvestasikan di bank syariah yani d“iﬂmluﬂ lr.nduk lainnya gi’l'""kﬂn l: |
bagi hasil, baik dalam bentuk pendanaan, pembiayaan a ﬂmlljurikﬂn imbal h;;lntu h"’Lh,i ‘
yang produktif yang dapat memberikan kuunlungﬂﬂp‘}'ﬂnb’ m}u: i ketunl; }’nnglingﬂ |
Yang aman dan hasil investasinya menjadi milik calon jemaah i.\]- “*t —isi an P"'“Eﬂui
dana haji tersebul, menimbulkan berbagai polemik, tuntnﬁg‘, 1""{’;5 ”Z"‘:P;zr‘ I apa Yan P
dipilih, yang aman dan bebas risiko, Oleh karena ilu harus dicarikan ben L1| mves,!_ns'd“"ahd
Yang dapat memberikan keamanan dan keuntungan dalam pengelolaan dana haji terse

Adapun yang akan penulis kaji dalam penulisan paper ini adalah Pengelolaan, Dan, Setq

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Akad Mudharabah.
Metode Penelitian

Tulisan inj d

ibuat berdasackan metode penelitian hukum normatif yan
pendekat

an statutn approach dan conceptual approach.
Hasil dan Pembahasan

& m""EBunakan

Pengelolaan Keungan Ha

i dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manf,,
digunakan untuk peningk

atan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, ¢
BPIH, juga untyk kemaslahatan umat Islam. Dimaksud urtuk kemaslahat
Wakil Ketua Komisi VIl Abdy] Malik Harramain,' adalah ke
pendidikan dan ¢4 kwah, kese
dan prasarana ibadah. Abd. Shomad mengat
tjuan hukum Islam. Sebagaimana d
Muwafagat St Ushul al-Ahkam, bahwa
kemaslahatan hamba di dunia 4

Per awal tahun 2017, dan
mencapai Rp 90 triliun, Dan
Yang sudah dibentuk ole
Pengelolaan ke
ke instrumen y

tnya
anefesieng;
an umat, menupy,

giatan pelayanan ibadah haji,
hatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan Saran,
ahatan merupakan
aliki dalam kitap al-

at al syari‘at adalah untuk

akan bahwa mencapai kemasl
ljelaskan oleh al-Syathibi al-M

“tujuan pembentukan syari
an akhirat” ?

a abadi umat yang berasal dari efisie
a itu akan dikelola oleh Badan Penge
h pemerintah sebagai tind
uangan Haji. Presiden Jokowi me
ang tidak memiliki risiko
bidang infrastruktyr.? Inv
lebih besar dibandingk
pada proyek-proyek *
tol di Jakarta mau

nsi penyelenggaraan haiji
lola Keuangan Haiji (BPKH)
ak lanjut dari Undang-Undnng tentang
ngusulkan agar dana haji dapat diinvestasikan
» aman dan memberikan keun tungan besar sepertj di
estasi pada proyek infrastruktur bisa memberikan imbal hasil yang
anmengendap di perbankan syariah. Misalnya, jika dana haji ditempatkan
enak’ yang pasti memberi kan imbal hasil yang linggi seperti proyek jalan
Pun proyek pembangkit Jistrik yang pasti dibeli oleh PT pLN.
Ketua Bidang Hu bungan Antaragama dan Kepercayaan PP Baitul
Musnawi' mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan referens; dal
yang tepal, terutama jika digunakan untuk investasi, Mal
dana haji yang sangat baijk. D

Muslimin PDI-P, Zuhairi
am pengelolaan dana haji
miliki sistem pengelolaan
At untuk jemaakh, lapi juga bagi

aysia me
ana haji tidak hanya bermanf

'Salyra Primadhyta, Pe arta, Sablu 29 Juli 2017, 10,45, Diakses 4
September 2017

T Abd Shomad, Rekonsiruks Akad Bank Syarialy Unituk h1vnu.:p.11 Kemaslalatan Sebagai
Pengukuhum fabatan Gursr Besar dalony Bidang Mo Hukuwy Bias Synvial, pada Fakulias Hitkum

Sabtu, 1 Juni 2003, him, b7, sebagaimana mengutip dlari Abi Ishaq Ibrahim (b Musa al-Lakhy
I Ustuel al-Ahka, Jo AL Dar al-Fikr, 1341 him. b, 2,

'Erwin Dariyants, 207, Fakta-fikin Peagel;
1017 WIB, diakses tangpal 22 Septemboer 2017,
! Zuhairi Mugnaw, LRty Rugi

Magunerart Dara Hoji Harus Bebs Risikn, CN Indonesia, 1ak

Wapnd Rahmatan Lil-Alamin, Pidate
Universijas Adrkangga i Suralava,
i al-Syathilsi al-Aaliki, al-Mseis fuget

s Dirnen Hauji Ry, Wit ps:/fm. delik Ltml"lll-'llln'-llﬂl'lgr.llr.\ [vmnnl, 28 Juli 2017,

Diwstusi D Haji, Kompas.com, Jakarta, Mingpu, & Agusius, 2017
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; GTAR
cgar™ pi Malaysia, dana haji diinvestasikon pada sektor propertl, real eatate, dan lekne lay,
n

; i
Hasilny? lebih menguntungkan dan meminimalislr riaiko kermglan, DI Malaysia, tabungan ha)
o di lembag? keuangan syarfah terbosar, leading sectormya,

Menurul Solahuddin Al Ayyubl,* Komial Fatwa MUI dongan tegan |Hl"=ll’lpt‘l‘h”h‘hkﬂn
P.._.l.,gclnlnm‘l Dana Haji, karena dalam lalam manpun Undang Undang, telah tlr.”H“"J |r;|n:
mcngi““‘k““ pengelolaan dana hojb secara syariah, Kepurtusan [fma Ulama Komial Fa wl
5‘._..[ndl““-"‘i“ Tahun 2002 membolehkan pemerintal menginvestaalkan dana haji yany, telah
t.:rl-:'-”""f“ﬂ dengan investasi yvanp aman dan sestal dengan prinsip ayariah. I'emerintah

Fim,ﬂ{.\::iknn dana haji harus deny,

i ariah.
men A investasi yang, sman dan sesual dengan prinslp ayafit

Lebilt Janjut disampaikan balwea dalam Islamy, dana yany, disimpan itu tidak dianjurkan, kalau
Jda dana lebih justru harus dimuamalatkan. Akan tetapl dalam lalam, penginvestasian dana
Al

rersebut ada syarat dan lala cara yang, sesual prinsip syariah, Harus aman, sesual syariah dan
Und ang-Undang,

palam Undang Undanyg, Penpelolaan Keuangan Haji, Pengelolaan Keuangan Haiji
dilaksanakan berdasarkan prinsip syarialy, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan
akun'-“h'-'l' Dalam penjelasan Pasal 2 Undang, Undang, tersebut, ditentukan bahwa:

4 Prinsip syariah adalaly semwua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip
Islam yang kalah atau menyelurul,

b. Prinsip kehati-hatian adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, telint,
aman dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

- Prinsip manfaat, adalah pengelolaan Keuangan Haiji harus dapat memberikan manfaat atau
maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam

d. Prinsip Nirlaba, adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha
yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat, namun dengan tidak ada
pembagian deviden bagi pengelolanya.

e. Prinsip Transparan, adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan
jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji
tentang pelaksanan dan hasil pengelolaan Keuangan Haiji.

f.

Prinsip akuntabel, adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji harus sesuai dengan
prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang,
Perbankan Syariah (selanjutnya discbut Undang Undang Perbankan Syariah), dirumuskan
sebagai berikut:

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa vang,

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa dibidang syariah”

Pencantuman Prinsip Syariah dalam Undang-Undang, agar diperoleh kejelasan mengenai
prinsip syariah yang dimaksud, yaitu dapat diketahuinya batasan-batasan yang, diperbolehkan
dan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah, Penegasan yang demikian bukan berarti
mematikan krealifitas bank syariah dalam melaksanakan kegiatan untuk membuat produk
dan jasa baru di luar ketenluan yang ada, Flanya saja dalam hal ing harus mendapatkan persetujuan
dari Bank Indonesia terlebih dahulu harus atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan

e

*Rahma Sulistyo dan Endro Yuwanto, Fatawa MU Tegas Bolehkan Pengeloluan Dana Haji, Republhacoid, fakarta, Rabw, 27
Sq:plu:mhur, 2007, 19.04 W,
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wonct Patwa terhadap produk dan jasa Bank Sffariah
kankan bahwa Perbankan Syariap 4 -
ah, demokrasi ekonomi, dap

dengan kewajiban melampirk
lembaga yang berwenang dalam memberikan =
Pasal 2 Undang Undang Perbankan Hynrtnll, I;'Il :l. v
melakukan kegiatan usahanya borasaskan rinsip ;,}';h,,}. bomiom
kehati-hatian. Dalam |u-u|r.~l.1.4.-1nI'nnnfhﬂwlmtknn entang, KCp

¥ ,21 b Vi }I 1 F I g l] l””‘ll“'t"].“l,q
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i ﬂl.L' ”[ il .II] [" Ill ] i [ I Iﬂ !

A, Riba, vaitu penambahan [‘l‘"d'"'l"' . itas, dan waktu pe
- . i y reVi i hLh :
(fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yank ;‘aner g o 'be Merimy
ili ang dilerima melebihi pokok pinjaman karena berjalanp,
Fasilitas mengembalikan dana yang «

ﬂlam

usaha berasaskan o,
Pnn‘.‘jp

waktu (nasi‘ak); idak pasti d
b.  Maisir, vaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pas anbnrsifal
untung-untungan; Stii e
tidak dimiliki, tidak diketahy;

¢. Gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, R S
keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diag,,
lain dalam syariah;

d. Haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; dan

e.  Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Pasal 3 Undang Undang Perbankan Syariah, merupakan Pasal yang mengatur tentang tujuan
perbankan syariah, yaitu bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan
kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa, dalam mencapaj
tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang
pada prinsip syariah serta menyeluruh (kaffah) dan kosnsisten (istigomalt). Penjelasan ini
sebenarnya adalah perintah bagi bank syariah untuk melaksanakan prinsip syariah dalam
menjalankan kegiatan usahanya secara menyeluruh, artinya tidak boleh menyimpangi atau tidak
menerapkan sama sekali, disamping itu harus dilaksanakan secara konsisten.

Produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional
untuk dijalankan antara lain adalah Mudharabait. Mudharabali adalah suatu akad kerjasama
antar pihak dimana pihak pertama (shalibud mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola.® Akad Mudharabali merupakan jenis dan kegiatan usaha vang
secara tegas diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan avat
(2) ditentukan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada huruf:

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya
vang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad nurdharabalt atau akad lain vang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Akad Mudharabal dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama
(malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai |‘.-un'||'|j|., dana dan pilmk kedua (Camil, mudharib,
atau Bank Syariah) yang, berlindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha
sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.” Akad Mudharabal dalam "embiayaan
adalah Akad kerja sama sualu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Ba nk Syariah)

* Mubamad Syali'i Anloni, 1999, Banl Syurdah Waeana Ulann dan Cendikioan, Cet. 1, Tazkia lnstituty, Jakarta, hlm. 171
T Abdul Ghofur Anshors, 2009, Hubion Perdsekan Syariah (LU Moo 21 Tl 2008), Relika Aditama, Bandung, hlin. 36,
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yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘mmil, mudharib, atau Nasabah) yang
pertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan
yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah,
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.t

Akad Mudharabah dibedakan mejadi dua: 1) Mudharabali Muthlagah (Mudharabalt tidak
ierikat/bebas); dan 2) Mudharabal Muqayyadal (Mudharabah Terikat).” Wahbah al-Zuhaili
menegaskan bahwa yang dimaksud d-:!ng."lﬁ akad mudharabah tidak terikat adalah penyerahan
modal dari shahibul mal kepada mudharib guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan
jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/pihak yang melakukan usahannya.
sedangkan yang dimaksud dengan mudharabah terikat adalah akad mudharabah yang berupa
penyerahan modal dari shahibul mal kepada mudharib untuk melakukan usaha (bisnis) yang
ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang
melakukan usahanya."

Akad mudharebah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk
penghimP‘-'“-"“ dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana {pembiaynun}. Mudharabah

mutlagal biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan mudharabah muqayyadal biasa
diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Dalam aktivilas FE‘I‘idﬂHﬂEﬁﬂ, akad mudharabah d[gunakﬂn dalam pruduk tnbungan dan
investasi. Tabungan mudharabah menggunakan akad mudharabah muthlagah, sedangkan
investasi mudharabalt menggunakan akad mudharabal nithlagal untuk investasi tidak terikat
dan mudharabah ningayyadah untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivilas pembiayaan,

akad niudlharabah muqayyadak digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek
investasi maupun modal kerja."

Dengan melihat amanat undang-undang, untuk memberikan manfaat bagi Jamaah haji
dan kemaslahatan umat Islam, dana setoran Biava Penyelenggaraan Ibadah Haji yang masuk
daltar tunggu dalam rekening Menteri Agama, dapat digunakan dan dikelola untuk hal-hal
Pmduktil vang dapat memberikan keuntungan, maka pengelolaan Keuangan Haji dapat
ditempatkan di perbankan syariah dengan Akad Mudharabal dalam bentuk:

a.  Tabungan Mudharabah {bagi hasil).

Simpanan dalam bentuk rekening tabungan (saving acconnt) untuk keamanan dan
kemudahan dengan prinsip bagi hasil.

b. Deposito/Investasi Umum (general investment account).
Bank Syariah sebagai Mudiarib mempunyai kebebasan mutlak dalam mengelola dana yang
diinvestasikan oleh BPKH. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama.

¢.  Deposito/Investasi Khusus (specral investment account),
Dalam Mudharabalh Mugayyadah bank menginvestasikan dana haji ke dalam proyek

tertentu yang diinginkan BPKH. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama.
d.  Sukuk Mudharabalr;

Bank Syanah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan
Obligasi Syariah. Dengan Obligasi Syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana

"lkid, b, 37,

* Abd al-Sattar Abu Ghadah, 2000, Euhats fi of Miamalar wa ol Asalib al-Masharifivah al-Elaoiyga, Maymuah Dilah al-Barkah,
Cel ke 2, Jue 1, ilm. 317

" Wahbah al- Zubaly, 1977, Al-Fgh al-Blomi a Adilloteh, Dar al-Fikr al-Ma'ahin, hlm, 3928, dalam Jaih Mubarok, 2003, Hikam
Ekonomn Syariak, Abad Mudharabal, Fokusmedia, Bandung hlm. 34-35

1 Arcarva, 2N 2, Algd & Produk Bunl Swarean, Cetakan ke 4, HajaGratindo Fersada, Jakarta, hlm, 87,
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R

berjangka panjang (Hma tahun atou lebih) sehingga dapat digunakan untuk Pembh‘hﬂn

pembiayaan berfangka panjong,

e Pemblavaan dengan Akad Mudharabah. : o
Akad kerjo sama dalam penyaluean dana untuk usaha  kepada pengelala dap, 'I"”Eaﬂ

membagi keuntungan usaha sesual kesepakatan yang dituangkan dalam Akag,

. -benar dipertimbangkan kpgi
Dalam pengelolaan dana haji tersebut harus benar-benar dip b Blatan . :

yang akan dipilil yang tidak mengandung risiko, karena dana tersebut adalah milik caje,, I{""“Hal,

Haji yang harus dijamin keamanannya dan harus siap ketika dana tersebut akan dif;unakﬂnnm

untuk pembiayaan haji,

BPKH dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memastikan bahwa investas; dana |, ,
aman dan kalau ada transaksi pasti harus mendapatkan fatwa atau dukungan dari Dewan 51""'ﬁa|1
Nasional, Dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam PC“E‘-’IUIMH k':u“ngan
haji yang ditempatkan di Bank Syariah, Otoritas Jasa Keuangan I"l‘ll.'l“!‘lpun}l’f‘ll wewenang unty)
melakukan pengawasan terhadap operasional Bank Syariah. Dalam menjalankaan ruEaan
tersebut Otoritas Jasa Keuangan, harus berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasiong] dan
Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari M ajelis 1) amy
Indonesia (MUT).

Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keua ngan Haji, harus dikelola berdasarkyy,
prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi kepentingan Jemaah Haji dan umat Muslim,
Pengolalan Keuangan Haji dapat dikelola dengan menggunakan Akad Mudharabah dalam bentyk
Tabungan, Investasi Terikat dengan Mudharabah Muthlagah, Investasi Tidak Terikat dengap
Mudharabah Muqayyadah, Sukuk Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah Mugayyadah_
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